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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 

 

Alhamdulillah, kami haturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga Tim West Java Economic Society (WJES) 2022 dapat menyelesaikan laporan atas kegiatan 

Kompetisi Riset Rekomendatif (KRR). Laporan ini disusun sebagai kontribusi pemikiran, pandangan, dan rekomendasi 

yang diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan untuk memajukan perekonomian Jawa Barat. 

 

Berbagai kegiatan dalam WJES 2022 mengimplementasikan model pentahelix yang menyinergikan Akademisi, Praktisi Bisnis, 

Komunitas, Pemerintah, dan Media dalam menciptakan ekosistem yang dapat memberikan solusi yang kreatif dan inovatif 

untuk pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini maupun berbagai kegiatan dalam WJES 2022. 

 

Akhir kata, Tim WJES 2022 mengharapkan semoga berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan KRR ini dapat 

memberikan manfaat, khususnya kepada Pemerintah Daerah di Jawa Barat, regulator, masyarakat Jawa Barat, serta 

pihak-pihak lainnya, dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi maupun pendalaman terhadap berbagai isu 

ekonomi penting. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing kita untuk memberikan karya bakti terbaik. 

 
 
 

 

Bandung, 1 Desember 2022 
 
 
 
 
 
 

 

Tim West Java Economic Society 
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SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN 
BANK INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh   
Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun… 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang atas 

 lindungan dan karunia-Nya, kerja sama Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dengan 

 ISEI Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat tahun 2022 telah paripurna dengan 

 diselesaikannya rangkaian kegiatan Kompetisi Riset Rekomendatif (KRR). Muara dari 

 kegiatan West Java Economic Society (WJES) 2022 ini adalah tersusunnya rekomendasi 

 aplikatif yang diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

 maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan 

Dr. Bambang Pramono, SE.,MA dan strategi pembangunan. 

 

Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, sehingga 

kemajuan ekonomi Jawa Barat turut berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah potensi besar 

yang dimiliki, berbagai tantangan masih akan dihadapi dalam memajukan perekonomian Jawa Barat. Oleh karena itu, 

WJES memposisikan diri untuk memberikan dukungan dan berbagai sumbangan pemikiran. Berbagai kegiatan WJES 

2022 menengarai sejumlah isu penting untuk mendorong kinerja ekonomi Jawa Barat, yakni perlunya menjaga stabilitas 

inflasi, menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, menjaga kinerja ekspor, pengembangan ekonomi syariah 

dan UMKM, penguatan struktur ekonomi, serta digitalisasi dan green economy. Berbagai isu ekonomi ini perlu menjadi 

agenda penting dalam perumusan kebijakan di Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang. 

 

Bank Indonesia bersama ISEI dan berbagai pihak lainnya akan terus memadukan langkah dalam mendukung 

implementasi kebijakan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi untuk menjaga ketahanan perekonomian dari 

berbagai dinamika dan tantangan yang dapat terjadi. Kami berharap berbagai upaya dalam memperkuat sinergitas dan 

kolaborasi semakin terjalin erat di Jawa Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua 

untuk meneguhkan kontribusi terbaik. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 
 

 

Bandung, 1 Desember 2022 

 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat 
 

Plt. Kepala Perwakilan 
 
 
 

 

Dr. Bambang Pramono, SE.,MA 
 

Direktur 
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SAMBUTAN KETUA IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA 
CABANG BANDUNG KOORDINATOR JAWA BARAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. rer. nat. Martha 
Fani Cahyandito, S.E., MSc.  

 
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh 

 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah serta nikmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan Agenda West Java 

Economic Society 2022 tanpa suatu kendala yang berarti. Pada perjalananan kerjasama 

pelaksanaan West Java Economic Society, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat 

dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat secara 

bersama-sama telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat. 

Pengembangan ekonomi di Jawa Barat perlu diperhatikan karena Provinsi Jawa Barat 

merupakan salah satu daerah penyumbang ekonomi terbesar. Tidak hanya itu, Provinsi 

Jawa Barat memiliki keunggulan Sumber Daya Manusia yang ditunjang dengan sejumlah 

banyaknya perguruan tinggi yang berkualitas di Jawa Barat. 

 

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi Jawa Barat diperlukan pengembangan pertumbuhan ekonomi baru, 

mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan 

pemerintah, mendorong peningkatan daya saing Kabupaten/Kota, dan meningkatkan integrasi pasar domestik. Salah 

satu permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat adalah disparitas pembangunan ekonomi Jawa Barat bagian 

selatan dan Jawa Barat bagian utara. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 merupakan lompatan ekonomi yang dapat 

mengurangi disparitas pembangunan ekonomi. Dalam rangka mendukung peraturan tersebut, kami mengangkat tema 

tersebut dalam pelaksanaan kegiatan West Java Economic Society selama 3 tahun berturut-turut. 

 

Kami menyadari masih banyak kontribusi yang dapat kita berikan dalam rangka implementasi pentahelix, namun kami 

memiliki harapan, ruh, dan semangat agar West Java Economic Society ini dapat menjadi langkah awal bagi stakeholder 

Jawa Barat, terutama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung Koordinator Jawa Barat dalam melakukan 

berbagai penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan ekonomi Jawa Barat. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
 
 

Bandung, 1 Desember 2022 

 

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Bandung 
 

Koordinator Jawa Barat 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, S.E., MSc. 
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GAMBARAN KEGIATAN KOMPETISI RISET REKOMENDATIF 
 
 
 
 
 

 

Kompetisi Riset Rekomendatif WJES 2022 bertujuan untuk mendapatkan sumbangan pemikiran dari kalangan 

akademisi, pegawai pemerintah, institusi/lembaga dan masyarakat umum baik yang berdomisili di Jawa Barat atapun 

secara nasional dan internasional yang memiliki perhatian terhadap kemajuan Jawa Barat. 

 

Riset-riset yang dihasilkan diharapkan memiliki relevansi dengan tema utama WJES 2022 “Melangkah Bersama 

Memajukan Ekonomi Jawa Barat Melalui Akselerasi Investasi, Infrastruktur, Digitalisasi dan Implementasi Green 

Economy”. Selanjutnya dari hasil riset terbaik akan dirangkai sebagai rekomendasi kebijakan untuk kemajuan Jawa 

Barat yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat pada acara West Java Annual Meeting (WJAM). 

 

Kompetisi Riset Rekomendatif ini menarik minat berbagai kalangan sehingga terkumpul sebanyak 153 usulan paper (abstrak). 

Berdasarkan hasil seleksi awal, terpilih 60 judul penelitian yang ditindaklanjuti dengan pengiriman full paper oleh peserta 

terseleksi. Selanjutnya, berdasarkan seleksi penilaian full paper dihasilkan 17 paper terbaik yang masuk dalam proses 

penjurian. Pada tahap terakhir, yakni proses penjurian dan seminar riset, dihasilkan peserta terbaik I, II dan 

III serta 10 peserta dengan riset terbaik. Dari paper terbaik I, II dan III serta 10 finalis lainnya, dirumuskan rekomendasi 

sesuai dengan sub tema dari KRR WJES 2022. 
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MODEL PENGEMBANGAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT: STRATEGI MONDORONG 

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 
 

Konsep model pengembangan UMKM yakni menganalisis peranan ekonomi UMKM yang dilihat dari blok 

kinerja UMKM, blok permodalan UMKM, dan blok simulasi penguatan UMKM terhadap ekonomi sektor 

riil yaitu pertumbuhan, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hasil 

temuan menunjukkan bahwa baik blok kinerja UMKM dan permodalan UMKM mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi bergerak positif, namun belum bisa mengurangi ketimpangan dan pengurangan 

kemiskinan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pengembangan Digitalisasi UMKM melalui kebijakan 

penguatan UMKM dengan memanfaatkan layanan internet, informasi dan teknologi di Jawa Barat. 

Pengembangan Infrastruktur UMKM melalui kebijakan yang diarahkan pada pemenuhan sarana hulu 

hilir faKtor produksi, mobilisasi barang dan jasa, mempermudah akses jual beli antar daerah, hal ini 

berdampak multiplier terhadap UMKM di Jawa Barat. Penguatan Kualitas SDM Pelaku UMKM melalui 

peningkatan literasi keuangan, memberikan kurikulum dalam mencetak wirausaha (pembisnis) dalam 

jenjang pendidikan dengan kurikulum yang terstruktur, Mendorong konsistensi pelatihan, 

pendampingan dan kontroling manajemen UMKM untuk dapat go online dan bekerja professional serta 

(link and match antara produsen di hulu, menengah, dan hilir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Ekonomi Syariah dan UMKM 

 

RECOMMENDATION SUMMARY 
 

Model Pengembangan UMKM Provinsi Jawa Barat: Strategi 

Mondorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 

 

Feri Dwi Riyanto*1  
(1,) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Malang 

 

*feri.riyan@uin-malang.ac.id 
 
 

Pembahasan rekomendasi dari paper ini berangkat dari hasil temuan dari konsep model pengembangan UMKM yakni 

menganalisis peranan ekonomi UMKM yang dilihat dari blok kinerja UMKM, blok permodalan UMKM, dan blok simulasi 

penguatan UMKM terhadap ekonomi sektor riil yaitu pertumbuhan, ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat. 
 

 

Blok 2 : Kinerja UMKM 
• Serapan Tenaga Kerja 
• Aset 
• Omset 
• Jumlah UMKM  

 
 
 

 
Blok 3 : Simulasi Kebijakan  Blok 1 : Dampak Ekonomi Sektor Riil 
Penguatan UMKM  • Pertumbuhan Inklusif 
• Digitalisasi UMKM  • Ke�mpangan 

 

• Infrastruktur UMKM  • Kemsikinan 

• Pelaku UMKM (SDM)  • Pengangguran 

 
 
 
 
 

Blok 4 : Permodalan UMKM 
• Total Kredit 

• Kredit Modal Usaha 

• Kredit Investasi  
 
 

Grafik 1 Langkah Strategis 

 
 
 

 

Hasil temuan menunjukkan bahwa baik blok kinerja UMKM dan permodalan UMKM mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi bergerak positif, namun belum bisa mengurangi ketimpangan dan pengurangan kemiskinan. Artinya perlu 

analisis yang lebih mendalam, dalam kajian ini novelty- nya adalah model memasukkan unsur simulasi kebijakan yaitu 1) 

kebijakan penguatan digitalisasi UMKM; 2) kebijakan penguatan infrastruktur UMKM; dan 3) dan kebijakan penguatan 

sumber daya manusia atau pelaku UMKM. 

 
 
 
 
 
 
 

 

75 Rekomendasi Kebijakan Memajukan Ekonomi Jawa Barat  



Ekonomi Syariah dan UMKM 

 

 

Kesimpulan dari hasil kajian dapat diampil 4 (empat) point utama yakni: 
 
1. Blok kinerja UMKM, Blok permodalan UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak 

negatif kepada ketimpangan dan kemiskinan. Artinya semakin bagus kinerja UMKM dan semakin mudah 

permodalan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kinerja UMKM dan permodalan UMKM yang baik 

akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. 
 
2. Simulasi pertama yakni digitalisasi UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta berdampak 

negatif terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Artinya pengembangan UMKM dengan pendekatan digitalisasi akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berdampak pula pada penurunan ketimpangan dan kemiskinan. 
 
3. Simulasi kedua yakni pengembangan infrastruktur UMKM berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 

berdampak positif terhadap kemiskinan. Kesimpulan ini berbeda dengan teori pada umumnya, karena dampak 

infrastruktur perlu proses (factor lag), dalam jangka pendek infrastruktur tidak cukup berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi apalagi kemiskinan. Namun dalam jangka panjang diyakini infrastruktur mampu memotong biaya transportasi 

mempermudah perpindahan logistic yang ujungnya kan mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. 
 
4. Simulasi ketiga yakni penguatan SDM pelaku UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

berdampak negatif terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Artinya semakin baik kualitas dan pendidikan pelaku 

UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kinerja yang baik dari UMKM. Serta pada akhirnya akan 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 

 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penulis menyusun rekomendasi yang implementatif dalam 

mengembangkan model UMKM guna untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Disisi lain juga 

berdampak pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan. Implementasi kebijakan tidak lepas dari sinergisitas peran 
 
1) pemerintah; 2) bank Indonesia, 3)perguruan tinggi; 4) pelaku industri atau bisnis dan 5) media yang sering disebut 

dengan pentahelix. 
 
 

Tabel 1 Ringkasan Rekomendasi     

Simulasi   Uraian Rencana Aksi  Pihak yang terlibat 
         

     1. Program 1000 UMKM go online  
1. Pemerintah : bertugas menjadi leader      2. Penguatan strategi digital marketing process (iklan,  

      mengkoordinasi dan merancang kegiatan      promosi, publisitas, dan sales) melalui sistem  

      2. Bank Indonesia : bertugas mengeksekusi    Merupakan langkah strategis digitalisasi berkelanjutan  

1. 
   program dan pendamingan bersama PT   kebijakan penguatan UMKM 3. Meningkatkan kerjasama dalam platform jualan online  
   

3. Perguruan Tinggi : bertugas melakukan 
Pengembangan   dengan memanfaatkan (market place) antara UMKM yang belum go online,  

   

pendampingan, riset dan pengembangan konsep 
Digitalisasi UMKM  layanan internet, informasi dan yang difasilitasi oleh pemerintah  

  4. Industri/Bisnis : bertugas memberikan audiensi    teknologi di Jawa Barat 4. Pemanfaatan pembayaran dan pengiriman online  

    dan pemateri      melauli peran e-wallet  

      5. Media : bertugas mempromosikan produk      5. Sistem Satu data UMKM go online terintegrasi  

        

     6. Membangun plafform yang menjembatani    

     
1. Pemunculan sistem drop ship yang legal dan 

 1. Pemerintah : bertugas menjadi leader  
      mengkoordinasi dan merancang kegiatan serta      terpadu antara pelaku UMKM dan jasa logistik untuk  

   Merupakan kebijakan yang  mengeksekusi program    memotong biaya transportasi (katalog terpadu di  

   diarahkan pada pemenuhan  2. Bank Indonesia : bertugas pendamingan 
2. 

  dalam kantor logistik)  

  sarana hulu hilir factor produksi,  bersama PT   

2. Memunculkan sistem pemantauan harga terpadu yang 
 

Pengembangan   mobilisasi barang dan jasa,  3. Perguruan Tinggi : bertugas membangun 

Infrastruktur UMKM   mempermudah akses jual beli 
dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara online  

program dan pendampingan 
missal “One Gate Price”  

   antar daerah, hal ini berdampak  4. Industri/Bisnis : bertugas memberikan dana atau    3. Peningkatan jaringan akses informasi yang lebih kuat  

   multipler terhadap UMKM di  investasi    (koneksifitas)  

   Jawa Barat  5. Media : bertugas mempromosikan produk dan    4. Memunculkan sentra UMKM terpadu yang  

      mensosialisasikan program      diorientasikan khusus untuk produk penjualan online  

        
        

      
1. Mendorong peningkatan literasi keuangan dan 

 1. Pemerintah : bertugas menjadi leader 
      mengkoordinasi dan merancang kegiatan serta      teknologi melalui jenjang pendidikan  

      mengeksekusi program      2. Memasukkan kurikulum dalam mencetak wirausaha  

      2. Bank Indonesia : bertugas pendamingan dan      (pembisnis) dalam jenjang pendidikan dengan  

3. 
  Merupakan strategi peningkatan  kontroling   kurikulum yang terstruktur  
  

kualitas SDM yang mendukung 
 

3. Perguruan Tinggi : bertugas menyusun 
Penguatan Kualitas  3. Mendorong konsistensi pelatihan, pendampingan dan  

 

akselerasi mutu dan dampak 
 

kurikulum, melaksanakan pelatihan dan 
SDM Pelaku UMKM  kontroling manajemen UMKM untuk dapat go online  

 UMKM di Jawa Barat  pendampingan bersama industri    dan bekerja professional  

      4. Industri/Bisnis : bertugas melakukan pelatihan      4. Memunculkan program meeting business to business  

      dan pendampingan      (link and match antara produsen di hulu, menengah,  

      5. Media : bertugas mensosialisasikan program dan      
dan hilir) 

 

      social kontrol        
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Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 
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ABSTRACT  
The purpose of the study was to analyze the economic effect of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on 

economic growth and equity. As well as analyzing simulations or policies in the development of MSMEs to encourage 

economic growth in West Java Province. This study has four variable blocks, namely 1) the block of economic growth and 

equity as the dependent variable block; 2) MSME performance block; 3) MSME capital block; and 4) simulation block for 

MSME development. The MSME development simulation consists of a digitalization development simulation, an 

infrastructure development simulation, and a human resource strengthening simulation. This study uses a quantitative 

approach with panel data formed from a time series of seven years 2015-2021 in 27 districts/cities in West Java Province. 

While the analytical method used is the Generalized method of moments (GMM). The results showed that the performance 

block of MSMEs and MSME capital was able to encourage MSME acceleration and economic growth. Both also have an 

impact on reducing inequality and poverty. While the simulation results show that increasing the development of the 

digitalization of MSMEs will increase economic growth, reduce poverty and inequality, but have no effect on reducing 

unemployment. The simulation of strengthening the Human Resources (HR) of MSMEs will increase economic growth and 

reduce inequality. This of course can be taken into consideration by the government in formulating policies and strategies 

for developing MSMEs in the Province of West Java Province. 
 

Keywords: MSME economy; digitization; economic growth; economic equity; GMM 
 
 
 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh ekonomi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Serta menganalisis simulasi atau kebijakan dalam pengembangan UMKM guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memiliki empat blok variabel yakni 1) blok dampak 

ekonomi sektor rill sebagai blok dependen variabel; 2) blok kinerja UMKM; 3) blok permodalan UMKM; dan 4) blok simulasi 

pengembangan UMKM. Simulasi pengembangan UMKM terdiri dari simulai pengembangan digitalisasi, simulasi 

pengembangan infrastruktur, dan simulasi penguatan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan data panel yang terbentuk dari runtut waktu tujuh tahun 2015-2021 di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Barat. Sedangkan metode analisis yang digunakan Generalized method of moments (GMM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa blok kinerja UMKM dan permodalan UMKM mampu mendorong akselerasi UMKM dan pertumbuhan ekonomi. 

Keduanya juga berdampak pada penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Sedangkan hasil simulasi menunjukkan bahwa 

peningkatan pengembangan digitalisasi UMKM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan, namun tidak berpengaruh dalam mengurangi penganguran. Simulasi penguatan SDM (Sumber Daya 

Manusia) UMKM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Hal ini tentunya bisa menjadi 

bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan maupun strategi pengembangan UMKM di Provinsi 

Provinsi Jawa Barat. 
 

Kata Kunci: ekonomi UMKM; digitalisasi; petumbuhan ekonomi; pemerataan ekonomi; GMM 
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PENDAHULUAN 
 

Usaha Mikro Kecil Menengan (UMKM) menjadi pondasi penting di Indonesia dalam menopang ekosistem 

ekonomi. Peranannya mampu membentuk hampir 99% pelaku usaha, berkontribusi hingga 60% lebih terhadap 

produk domestik bruto nasional, dan hampir 97% menyerap tenaga kerja, bahkan saat pandemi. UMKM 

membuktikan eksistensinya sebagai platform penompang perekonomian secara konsisten (Arianto, 2020; 

Astutik et al., 2020). Artinya, cukup logis jika dukungan selalu diupayakan dalam menumbuh kembangkan daya 

saing UMKM dari berbagai aspeknya. 
 
Dukungan cukup progresif terhadap UMKM terus diupayakan tidak terkecuali di Jawa Barat dalam 5 tahun 

terakhir (Alexandro et al., 2020; Kompas Indonesia, 2022). Peningkatan tidak hanya adapa lingkup UMKM 

namun juga Koperasinya (KUMKM) sebagai bentuk realisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) 2018-2023. Capaiannya dapat dilihat dari berbagai (asumsi normal) sebelum pandemi, 

seperti dari sektor tenaga kerja, kredit yang disalurkan, omset dan asetnya, meskipun kurang inline jika melihat 

perekonomian secara umum Jawa Barat. 
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Gambar 1 (A) Profil Perkembangan UMKM; (B) Profil Perekonomian, di Jawa Barat  
Sumber: Data Diolah (2022) 

 
 

Konsistensi kinerja UMKM di Jawa Barat terlihat dari peningkatan penyaluran kredit, serapan tenaga kerja, dan 

peningkatan jumlah UMKM sejak 5 tahun terakhir. Bahkan meskipun di akhir tahun 2020 isu pelemahan 

perekonomian global dan pandemi mulai menyebar, pergerakan UMKM di Jawa Barat masih progresif. 

Korelasinya juga berdampak baik bagi penurunan pengangguran dan tren ketimpangan yang menurun sejak 

tahun 2017. Hanya saja terdapat indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi bergerak ekslusif. Hal ini terlihat dari 

pola tren menurunnya pertumbuhan yang diikuti peningkatan peningkatan pengangguran dan, di saat yang 

sama menurunkan ketimpangan. Selain itu, meskipun peningkatan kinerja UMKM yang cukup konsisten, 

namun dampak positifnya kurang optimal (belum mengarah pada konteks full employment). Artinya perlu 

didorong untuk menyerap produktivitas dan tenaga kerja lebih banyak, agar mendukung pemerataan ekonomi 

yang berkualitas (pertumbuhan ekonomi naik, pengangguran turun, dan ketimpangan turun). 
 
Kebutuhan yang demikian mendorong kajian model pengembangan UMKM di Jawa Barat sebagai strategi 

mondorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dilakukan. Mengingat potensinya sangat besar dalam 

menopang perekonomian di Jawa Barat. Hasil sensus BPS mempelrihatkan perkiraan populasi UMKM di Jawa 

 
 
 
 
 
 
 

 

78  



 

 

Barat hampir menyentuh angka 10 juta tahun 2016, sehingga dioerkirakan saat ini telah menembus angka lebih 

dari 10 juta (tahun 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2: Profil Potensi UMKM di Jawa Barat 
(Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti, 2022) 

 

Kajian sebelumnya banyak membuktikan bahwa dalam jangka panjang UMKM yang didorong oleh kebijakan 

penguatannya dapat berperan pada pembangunan inklusif seperti terwujudnya pertumbuhan ekonomi naik 

(Hernita, 2021; Gamidullaeva, et al., 2020; Gherghina et al., 2020; Strelkovskii et al., 2020) pengangguran turun 

(Al-Afeef, 2020; Manaa & ul Haq, 2020; Lee & Sahu, 2017) dan menurununnya ketimpangan (Herdzina, 2017; Ján, 

2015). Konteks pembangunan inklusif tersebut juga harus diimbangi dengan sistem keuangan yang inklusif, 

umumnya seperti kemudahan akses kredit UMKM dan layanan sejenis (Agyekum et al., 2021; Noor, 2017; 

Riwayati, 2017; Dabla-Norris, 2015). Kajian ini juga mencoba mengembangkan riset sebelumnya (Hernita, 2021; 

Gamidullaeva, et al., 2020; Al-Afeef, 2020; Manaa & ul Haq, 2020; Herdzina, 2017; Ján, 2015) yang masih melihat 

aspek dampak UMKM secara parsial terhadap perekonomian (pertumbuhan, pengangguran, dan 

ketimpangan). Bauran keterkaitan antara: (1) blok dampak ekonomi sector rill sebagai blok dependen variabel; 

(2) blok kinerja UMKM; (3) blok permodalan UMKM; dan (4) blok simulasi pengembangan UMKM perlu 

dibuktikan secara empiris, bagaimana dampaknya (blok 2, 3, dan 4) terhadap kinerja pembangunan dan 

pertumbuah inklusif seperti munculnya pertumbuhan ekonomi yang bergerak naik, serta pengangguran dan 

ketimpangan yang turun di Jawa Barat. 
 
Novelty, dari penelitian paper ini adalah adanya tiga simulasi yang digunakan untuk memperkuat temuan 

penelitian. Ketiga simulasi tersebut adalah pertama memasukan unsur pengembangan digitalisasi UMKM yaitu 

UMKM harus memiliki orientasi go international dimana dengan penguatan promosi yang berbasis pada 

internet marketing dengan memanfaatkan sosial media dan teknologi informasi. UMKM harus memiliki 

branding design grafis yang menarik agar bisa masuk pada market place. Kedua simulasi pengembangan 

infrastruktur UMKM berguna untuk mempermudah mobilitas faktor produksi, penduduk, memperlancar 

barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Ketiga simulasi penguatan SDM yakni 

peningkatan kualitas dan kemampuan para pelaku-pelaku UMKM 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peranan ekonomi 

UMKM yang dilihat dari blok kinerja UMKM, permodalan UMKM, dan pengembangan UMKM terhadap aspek 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Jawa Barat. Hasil tersebut menjadi dasar rekomendasi di bagian akhir 

kajian ini. Memperjelas maksud dari peneliti adapun kerangka konseptual tercermin dalam bagan di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3 : Kerangka Penelitian 
(Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti, 2022) 

 

METODE 
 
Paper ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, data panel dengan sumber data sekunder. Data panel 

yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun 2015-2021 yang sudah dikumpulkan dari beberapa 

sumber yang kredibel (BPS, Sekda BI, dan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat). 
 

Tabel 1: Variabel dan Sumber Data 
 

Blok Variabel Indikator/Proxy Simbol Sumber 

  Pertumbuhan 
PDRB PDRB 

Sekda BI, BPS, dan 
  Ekonomi Diskuk Jabar     

  

Ketimpangan Indeks Gini Ketimpangan 
Sekda BI, BPS, dan 

Blok 1: Dampak Diskuk Jabar    

Ekonomi Sektor Riil  
Penganguran 

Tingkat Pengangguran 
Pengangguran 

Sekda BI, BPS, dan 
  Terbuka (TPT) Diskuk Jabar     

  
Kemiskinan 

Persentase Penduduk 
Kemiskinan 

Sekda BI, BPS, dan 
  Miskin (P0) (Persen) Diskuk Jabar     

      
  Serapan Jumlah tenaga kerja 

LnTenaga Kerja 
Sekda BI, BPS, dan 

  Tenaga Kerja disektor UMKM Diskuk Jabar    

  

Aset 
Jumlah Aset UMKM 

LnAset 
Sekda BI, BPS, dan 

Blok 2: (juta) Diskuk Jabar   

Kinerja UMKM  
Omset 

Jumlah Omset UMKM 
LnOmset 

Sekda BI, BPS, dan 
  (juta) Diskuk Jabar     

  Jumlah Jumlah UMKM yang 
LnJumlah 

Sekda BI, BPS, dan 
  UMKM terdaftar (ribu) Diskuk Jabar    
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Blok Variabel Indikator/Proxy Simbol Sumber 
      

 
 
 
 

 

Blok 4:  
Permodalan UMKM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blok 3:  
Simulasi/Kebijakan 

 
 
 

Total Kredit 
Jumlah Total kredit dari 

LnTotalKredit 
Sekda BI, BPS, dan 

SEKDA BI (juta) Diskuk Jabar   

Kredit Modal 
Jumlah Total kredit  

Sekda BI, BPS, dan 
modal sektor umkm dari LnKreditModal 

Usaha Diskuk Jabar 
SEKDA BI (juta)  

   

Kredit Jumlah Total kredit  

Sekda BI, BPS, dan 
Investasi investasi sektor umkm LnKreditInvetasi 

Diskuk Jabar 
Usaha dari SEKDA BI (juta)  

  

    
 Digitaslisasi UMKM   

Simulasi1 
dengan variable dummy 

Sim1 
Sekda BI, BPS, dan 

1=teknologi/internet Diskuk Jabar   

 0=nonteknologi/internet   

 Infrastruktur UMKM  

Sekda BI, BPS, dan 
Simulasi2 yakni belanja fiskal Sim2 

Diskuk Jabar  daerah untuk UMKM  

   

 Pengembangan SDM   

Simulasi3 
pelaku UMKM, yakni 

Sim3 
Sekda BI, BPS, dan 

IPM dan belanja Diskuk Jabar   

 pelatihan UMKM    
 
 

 

Alat analisis dalam paper ini mengunakan model dinamis Generalized Method of Moment (GMM) yang dapat 

dinyatakan dalam persamaan setidaknya ada empat (4) persamaan, dibawah ini merupakan salah satu 
persamaan dari empat model, dimana untuk contoh peneliti diambil model ke-1 yakni pertumbuhan ekonomi. 

 =  0 +1+2+ 3+  4                            ℎ  +  
 5 +  6 +  7+  8                                1  + 
 9                                 2  +  10                                3  +   +  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (1.1 ) 
    

 
Dimana: i adalah jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 region. Sedangkan t adalah periode 

penelitian pada tahun 2015-2021. v_t adalah panel level effect dan ε_it adalah white noise disturbance term; 

dimana E (ε_it) = 0, (i = 1,2), E (ε_1t, ε_2t) = 0. 
 

Sedangkan estimasi panel dinamis dapat menyajikan efek dinamis dari faktor kunci kinerja UMKM, permodalan 

UMKM dan simulasi/kebijakan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pemeriksaan untuk kausalitas 

dinamis, arah pengaruh, dan periode yang menunjukkan informasi yang lebih memadai tentang hubungan 

variabel. Seperti yang penulis sajikan model panel GMM persamaan (1.2) kami menggunakan variabel dengan 

signifikansi statistik pada setiap model estimasi Arellano-Bond. 
 

Metode GMM berdasarkan konseptul dari Holtz-Eakin et al. (1988) yang kemudian peneliti modifikasi. Adapun 
model penelitian ini dapat dijelaskan secara ringkas dalam persamaan berikut: 

 
=C+∑ ,    −    + + , + −−−−−−−−−−−−−−−(1.2) 

 
    =1 

 

 

Dimana Yit terdiri dari empat model vektor, yaitu : 
 

5 
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Model 1 : (PDRB terhadap LnTenaga_Kerja, LnAset, LnOmset, LnJumlah, LnTotal_Kredit, LnKredit_Modal, 

LnKredit_Investasi, Simulasi1, Simulasi2; Simulasi3); 
 
Model 2 : (Indeks_Gini terhadap LnTenaga_Kerja, LnAset, LnOmset, LnJumlah, LnTotal_Kredit, 

LnKredit_Modal, LnKredit_Investasi, Simulasi1, Simulasi2; Simulasi3); 

Model 3: (Pengangguran terhadap LnTenaga_Kerja, LnAset, LnOmset, LnJumlah, LnTotal_Kredit, 

LnKredit_Modal, LnKredit_Investasi, Simulasi1, Simulasi2; Simulasi3); dan 

Model 4: (Kemiskinan terhadap LnTenaga_Kerja, LnAset, LnOmset, LnJumlah, LnTotal_Kredit, LnKredit_Modal, 

LnKredit_Investasi, Simulasi1, Simulasi2; Simulasi3) 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil hubungan pengaruh antara blok variabel, aspek kinerja UMKM, 

aspek permodalan UMKM dan simulasi atau kebijakan ekonomi UMKM terhadap pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi. Hasil pengujian statistik dapat dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 2 : Hasil Analisis Metode GMM 
 

   Model 1 
Model 2 

 
Model 3 

 
Model 4    Pertumbuhan   

 Variabel  Ketimpangan  Pengangguran  Kemiskinan   Ekonomi   

        

    Koefisien (Probabilitas)   

Tenaga Kerja UMKM -0.749539 0.010865 -0.083873 -0.110249 
  (0.5317) (0.0066)*** (0.0000)*** (0.0000)*** 

Aset UMKM 0.833625 0.500380 0.209562 -0.331347 
  (0.0147)** (0.0029)*** (0.6161) (0.0023)*** 

Omset UMKM 0.468464 0.040006 -0.210302 -0.082732 
  (0.0015)*** (0.0055)*** (0.3476) (0.0902)* 

Jumlah UMKM 0.346434 -0.013238 -0.100544 0.211223 
  (0.0000)*** (0.0017)*** (0.0091)*** (0.7227) 

Total Kredit UMKM -1.411303 -0.181203 -3.205008 0.327407 
  (0.0093)*** (0.0008)*** (0.0000)*** (0.0784)* 

Kredit Modal UMKM 1.584352 -0.102999 2.166338 -0.972894 
  (0.0547)* (0.0001)*** (0.4945) (0.0003)*** 

Kredit Investasi UMKM -0.216003 -0.072942 1.344941 -0.320063 
  (0.0535)* (0.0003)*** (0.3222) (0.0005)*** 

 Simulasi 1  0.311434 -0.211999  0.005380  -0.115380 
 (Digitalisasi UMKM)  (0.0277)** (0.0027)***  (0.4729)  (0.04009)** 

 Simulasi 2  -0.119903 0.327897  0.004956  0.134956 
 (Infrastruktur UMKM)  (0.0093)*** (0.8134)  (0.2355)  (0.0475)** 

 Simulasi 3  1.225352 -0.872554  0.05705  -0.013238 
 (Pengembangan SDM )  (0.0847)* (0.0633)*  (0.5117)  (0.0787)* 

Intersept 4.695796 0.076237 2.866217 19.43318 
  (0.0618)* (0.0487)** (0.0348)** (0.0890)* 

R2 0.568128 0.200284 0.057824 0.463741 

Prob(F-statistic) (0.0000)*** (0.0000)*** (0.0000)*** (0.0005)***  
Keterangan: ***)signifikan 1% (0.01); **)signifikan 5% (0.05); *)signifikan 10% ((0.1) 

 

Pada model ke-1 variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa terdampak positif 

oleh blok kinerja UMKM. Artinya kenaikan asset, omset dan jumlah UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Begitu juga dengan blok permodalan UMKM yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Semakin banyak akses modal yang dapat disediakan oleh sektor perbankan dan pemerintah dengan kebijakan 

yang memudahkan permodalan UMKM, akan mendorong pertumbuhan ekonomi bergerak positif (Arianto, 

2020; Astutik et al., 2020). Sejalan dengan penelitian Gherghina et al (2020) kinerja UMKM akan memberikan 

stimulus ekonomi, dengan aktivitas jual beli semakin tinggi sehingga secara agregrate akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada blok simulasi kebijakan menunjukkan hasil bahwa simulasi pertama 

dalam konteks pengembangan digitalisasi UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 3%. Simulasi 

ketiga penguatan SDM juga diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi naik 12%. Namun simulasi kedua 

pengembangan infrastruktur berindikasi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebenarnya cukup 

debatable, sebab pengembangan infrastruktur memerlukan modal yang besar, dan pemerintah harus banyak 

melakukan strategi fiskal di APBN/APBD termasuk dengan hutang, agar dampak biaya yang dikeluarkan untuk 

belanja infrastruktur berdampak pada kondisi ekonomi daerah (Hartoko, 2020). Indikasi tersebut juga sangat 

mungkin tergantung periodesasi data yang pendek. 
 
Pada model ke-2 variabel ketimpangan sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pada blok kinerja UMKM 

yakni jumlah UMKM bedampak negatif terhadap ketimpangan. Semakin banyak UMKM ekonomi masyarakat 

semakin merata. Makna lain bahwa UMKM mendorong terciptanya lapangan perkerjaan untuk masyarakat. 

Kesempatan kerja yang demikian tentunya dapat sebagai pondasi untuk penggerak ekonomi. Temuan yang cukup 

menarik, juga terlihat dari variabel tingginya asset dan omset UMKM yang berindikasi memperlebar ketimpangan. 

Hal ini selaras dengan kajian Stiglitz (2016) yang menyatakan bahwa arus modal dan pertumbuhan asset memang 

memiliki potensi dalam mendorong ketimpangan. Rasionalisasi argumennya karena perputaran modal yang terjadi 

masih sebatas oleh penguasaan segelintir kelompok masyarakat. Artinya pemilik UMKM bisa jadi masih didominasi 

oleh beberapa kalangan yang mampu mengkases modal tinggi. Tidak kalah menarik, bahwa blok permodalan 

menunjukkan hasil negatif, yang berarti kenaikan pembiayan UMKM secara tidak langsung akan mengurangi 

ketimpangan. Sedangkan pada simulasi pertama digitalisasi UMKM dan simulasi ketiga penguatan SDM pada UMKM 

akan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa era digitalisasi dan penguatan 

kualitas pelaku usaha mutlak diperlukan dalam jangka panjang. Secara empiris membuktikan bahwa konsep tersebut 

terbukti mampu mereduksi ketimpangan ekonomi. 
 
Pada Model ke-3 variabel pengangguran sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa pada blok kinerja 

UMKM berdampak negatif, dengan kata lain tenaga kerja dan jumlah UMKM memang saling mengisi peran. 

Semakin banyak serapan tenaga kerja di UMKM dan jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah, maka 

dengan otomatis mampu menurunkan pengangguran di Jawa Barat. Temuan ini sejalan penelitian Ahn dan 

Hamilton (2021) bahwa pengangguran ditentukan oleh luasnya kesediaan lapangan pekerjaan dan faktor lain 

seperti kebutuhan tenaga kerja (Lee & Sahu, 2017). Pada blok permodalan UMKM menunjukkan bahwa variabel 

total kredit secara agregrate signifikan mempengaruhi pengangguran dengan tanda negative, artinya 

permodalan UMKM akan mengurangi pengangguran 3,2%. Hal ini bermakna jika UMKM kuat akan permodalan 

maka UMKM akan mampu berakselerasi dengan cepat, menyerap banyak tenaga kerja dan pada akhirnya akan 

mengurangi pengangguran. Sedangkan pada blok simulasi baik simulasi pertama, kedua dan ketiga tidak 

memiliki dampak yang signifikan. Artinya, digitalisasi UMKM, pengembangan infrastruktur UMKM dan 

penguatan SDM UMKM tidak berdampak pada pengangguran. Secara makroekonomi pengangguran 

merupakan akumulasi dari dampak simultan proses aktivitas ekonomi (Al-Afeef, 2020; Birchenall, 2004; Arestis 
 
& Biefang‐Frisancho, 2000). Ketidakpengaruhan ketiga simulasi tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya 

faktor lag atau kelambanan dari reaksi kebijakan. Mungkin dalam jangka pendek variabel ini tidak berpengaruh 

namun bisa jadi dalam jangka panjang berpengaruh (Mroz & Savage, 2006). 
 
Pada model ke-4 variabel kemiskinan sebagai variabel dependen menunjukkan terdampak oleh blok kinerja UMKM 

secara negative. Artinya semakin baik kinerja UMKM dilihat dari tinginya serapan tenaga kerja, tingginya 
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asset, dan banyak omset UMKM akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh kenaikan 

asset UMKM sebesar 1% akan menurunkan kemiskinan sebesar 3,3% (lihat table 2). Temuan ini sejalan dengan 

penelitian dari parah ahli (Kangar, 2017; Eneh, 2017; Lateh et al., 2017; Tambunan, 2019;) bahwa kinerja ekonomi 

dalam hal ini adalah performance UMKM akan mampu berdampak pada pengurangan kemiskinan. Sebaliknya 

rendahnya aktivitas ekonomi yang digambarkan dengan transaksi jual beli yang menurun pada UMKM akan 

berdampak pada peningkatan kemiskinan, lebih‐lebih terjadi pada kondisi krisis seperti tahun 2020‐2021 

(pandemic covid19). Sementara itu, pada blok permodalan UMKM, yakni kredit modal dan kredit investasi 

berdampak negative terhadap kemiskinan artinya kenaikan akses permodalan mampu menggerakkan kinerja 

UMKM dan menurangi kemiskinan. Tentu saja ini merupakan temuan yang baik, bahwa selama ini peran sektor 

perbankan dalam mengurangi kemiskinan bisa melalui jembatan permodalan UMKM. Temuan pada model ke4 

ini selaras dengan temuan model ke‐1. Selanjurnya berdasarkan blok simulasi, simulasi pertama digitalisasi 

UMKM mengurangi kemiskinan sebesar 1,1%. Sedangkan simulasi ketiga penguatan SDM UMKM mengurangi 

kemiskinan sebesar 0,1%, walaupun angkanya kecil simulasi tersebut terbukti mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Berbeda halnya dengan simulasi kedua pengembangan infrastruktur justru 

membuat kemiskinan kian meningkat. Hal ini dikarenakan bahwa dalam jangka pendek belanja infrastruktur 

menyerap anggaran dan membutuhkan waktu (lag) dalam memberikan dampaknya. Pada sisi lain aktivtas 

seperti pengurangan kemiskinan seperti (BLT, PKH, Raskin) bukan menjadi solusi penurunan kemiskinan secara 

langsung. Namun dalam jangka panjang infrastruktur dipercaya mempermudah mobilitas barang dan jasa, 

perdagangan antar daerah dan membuat aktivitas ekonomi semakin efektif dan efisien tentunya akan 

mendorong pengurangan kemiskinan. (Marinho et al., 2017; Ogun, 2010). 

 
 

REKOMENDASI KEBIJAKAN  
Berdasarkan hasil temuan statistik dan pembahasan di atas maka disusunlah rekomendasi yang berkaitan 
dengan arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mengembangkan kinerja UMKM yang berdampak pada 
pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh penjelasan dalam tabel di bawa ini: 

 

Tabel 3 : Rekomendasi Pengembangan Ekonomi dan UMKM 
 

Simulasi Uraian Rencana Aksi 
 
 
 

 

Merupakan langkah  
strategis kebijakan  

1. penguatan UMKM 
Pengembangan dengan memanfaatkan  
Digitalisasi UMKM layanan internet,  

informasi dan teknologi  
di Jawa Barat 

 

1. Program 1000 UMKM go online 
2. Penguatan strategi digital marketing process 

(iklan, promosi, publisitas, dan sales) melalui 

sistem digitalisasi berkelanjutan  
3. Meningkatkan kerjasama dalam platform jualan 

online (market place) antara UMKM yang belum 

go online, yang difasilitasi oleh pemerintah  
4. Pemanfaatan pembayaran dan pengiriman 

online melauli peran e‐wallet  
5. Sistem Satu data UMKM go online terintegrasi 
6. Membangun plafform yang menjembatani 

produk‐produk UMKM dengan industri 
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 Simulasi  Uraian  Rencana Aksi  

    1. Pemunculan sistem drop ship yang legal dan  

   Merupakan kebijakan  terpadu antara pelaku UMKM dan jasa logistik  

   yang diarahkan pada  untuk memotong biaya transportasi (katalog  

   pemenuhan sarana hulu  terpadu di dalam kantor logistik)  

   hilir factor produksi, 2. Memunculkan sistem pemantauan harga terpadu  
2.  mobilisasi barang dan  yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat  

 Pengembangan  jasa, mempermudah  secara online missal “One Gate Price”  

 Infrastruktur UMKM  akses jual beli antar 3. Peningkatan jaringan akses informasi yang lebih  

   daerah, hal ini  kuat (koneksifitas)  

   berdampak multipler 4. Memunculkan sentra UMKM terpadu yang  

   terhadap UMKM di  diorientasikan khusus untuk produk penjualan  

   Jawa Barat  online  

       

    1. Mendorong peningkatan literasi keuangan dan  
     teknologi melalui jenjang pendidikan  

    2. Memasukkan kurikulum dalam mencetak  

   Merupakan strategi  wirausaha (pembisnis) dalam jenjang pendidikan  

3. 
 peningkatan kualitas  dengan kurikulum yang terstruktur  
 SDM yang mendukung 3. Mendorong konsistensi pelatihan,  

 Penguatan Kualitas SDM   

  
akselerasi mutu dan 

 
pendampingan dan kontroling manajemen 

 

 Pelaku UMKM    

  dampak UMKM di Jawa  UMKM untuk dapat go online dan bekerja  

     

   Barat  professional  

    4. Memunculkan program meeting business to  

     business (link and match antara produsen di hulu,  
     menengah, dan hilir)   
 
 
 

 

Rekomendasi dari kebijakan di atas dapat dirangkum dalam model pengembangan UMKM di Provinsi Jawa 

Barat sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4: Model Pengembangan UMKM 
(Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti, 2022) 
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Dukungan Pemerintah, Swasta, Akademisi, Lembaga Keuangan dan Media menjadi kunci keberhasilan model 

pengembangan UMKM. Setiap aktor memiliki peran masing‐masing dalam mengembangkan model tersebut. 

Sebagai contoh akademisi memiliki peran sebagai patner pemerintah dalam mengembangkan kualitas SDM 

pelaku UMKM dengan desain dan kurikulum pelatihan dan pendidikan (Massa & Testa, 2008; Darabi & Clark; 

2012; Piterou & Birch, 2016). Selain itu, akademisi dalam hal ini tidak hanya perguruan tinggi namun juga SMK 

sebagai mediator dalam menyatukan unsur pemerintah, swasta dan lembaga keuangan (Yohana, 2020; Agung 

& Mashuri, 2022; Budiningsih et al., 2022) 
 
Sungguhpun demikian, rekomendasi tersebut bukan bermakna menganggap kebutuhan perbaikan dan 

pengembangan UMKM dalam jangka panjang hanya menyangkut rekomendasi tersebut. Artinya, secara 

komprehensif Provinsi Jawa Barat juga harus mendorong fokus kebijakan yang holistik menyangkut: tantangan 

digitalisasi, keterbatasan akses modal dan literasi keuangan, akselerasi pemasaran, standarisasi produk (sertifikasi 

halal, ISO, SNI, HACCP, izin edar dan merk), literasi kelembagaan koperasi, pengawasan pembiayaan, dan aspek 

legalitas kelembagaan usaha mikro kecil seperti NIB). Oleh sebab itu, jika ditarik garis besarnya maka dalam jangka 

penjang pembenahan UMKM perlu memperhatikan berbagai aspek yang juga banyak muncul dalam literatur 

sebelumnya, meliputi aspek: kelembagaan (Banke & Holsbo, 2005; Osei et al., 2016; Lewandowska 
 
& Stopa,2017), produk (Mosey, 2005; Healy et al., 2017; Prabowo et al., 2020), pembiayaan (Machmud & Huda, 

2010; Vasilescu, 2014; Rossi, 2014; Harash et al., 2014; Lee & Drever, 2014; Hasibuan, et al., 2021), pemasaran 

(Cant, 2014; Cheng & Liu, 2017; Hasibuan, et al., 2021), dan sumberdaya manusia (Verbano & Venturini, 2013 

Yuliarmi et al., 2021 ). 

 

Jika bertolak dari kondisi Jawa Barat maka kelima aspek tersebut dapat didorong strategi menghadapi 

tantangan di dalamnya dengan konsep sebagai berikut. 
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Gambar 5: Aspek Strategis dalam Perbaikan UMKM di Jawa Barat 
(Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti, 2022) 

 

Hal yang harus diperhatikan adalah keteraturan dan ketertiban terhadap data dan penggunaannya, konteks 

aspek strategis dalam perbaikan UMKM di Jawa Barat harus mengedepankan dukungan talenta data squad, 

misalnya dibuat dalam bentuk basis pendidikan/akademi, dalam bentuk divisi khusus di pemerintahan provinsi 

dan daerah. 
 
Selanjutnya, baik dalam konteks pembangunan inklusif di Jawa Barat melalui peran UMKM (dalam jangka 

pendek) dan pelaksanaan strategi holistik dalam perbaikan UMKM di Jawa Barat sebagai pendorong 

perekonoiman. Aspek implementasi dapat berkembang sesuai dengan kondisi waktu dan lapangan. Artinya 

penyesuaian dapat disesuaikan dengan anggaran dan kondisi yang terjadi. Namun, peran stakeholder terkait 

yang cenderung bergerak statis sesuai perannya, perlu ditingkatkan kolaborasinya. Misalnya dalam mendorong 

peran dari swasta, pemerintah, perguruan tinggi dan stakeholder yang lain. Misalnya: (1) peran dari Bank 

Indonesia dalam pelopor digitalisasi pembayaran dan pelaporan keuangan, maka peran OJK dpaat berisinergi 

dengan hal tersebut melalui internalisasi pendmapingan literasi dan keuangan; (2) peran KADIN dan komunitas 

masyarakat seperi HIPMI atau embrio komunitas bisnis sejenis, dalam upaya dorongan peningaktan kualitas 

SDM dan UMKM, jaringan, kemitraan dengan berbagai pelaku usaha; (termasuk perluasan aspek pasar dan 

produk UMKM; (3) pelatihan oleh kampus dan atau swasta dengan desain dana hibah, CSR, riset kolaborasi, 

dan bentuk kerjasama peningakatan sumberdaya manusia UMKM, termasuk swasta jasa keuangan 

(intermediasi) dengans sistem pendampingan progresif ; (4) BPS ketenagakerjaan untuk mendorong BP 

Jamsostek untuk kepesertaan usaha teruata yang mikro dan kecil, dan lain sebagainya. 
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Gambar 6: Gambaran Contoh Kebutuhan Peran Stakeholder dalam Implementasi Aspek Strategis yang Mampu  
Mendorong Pegembangan UMKM di Jawa Barat  

(Sumber: Ilustrasi Tim Peneliti, 2022) 

 

Dalam rangka menguatkan pembahasan dan rekomendasi disajikan data visual spasial wilayah. Jika dilihat dari sisi 

serapan lapangan kerja, pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) memiliki sebaran peta 

spasial yang hampir mirip. Baik UMK maupun UMB menyerap tenaga kerja paling banyak pada daerah barat yang 

berbatas dengan DKI Jakarta dan Banten. Alasan pertama karena mendekati ke arah Ibu Kota atau pusat ekonomi. 

Kedua sebaran serapan tenaga kerja juga banyak di arah Utara Jawa Barat (daerah: Bekasi, Karawang, dan 

Indramayu) daerah tersebut dekat dengan pelabuhan dan berbasis Industri agrokompleks. Secara umum serapan 

tenaga kerja cukup merata di daerah utara dan selatan yang menandakan bahwa kinerja UMK dan UMB mampu 

mendorong kesempatan tenaga kerja yang sama dan memiliki kualitas yang mirip. Namun yang perlu menjadi 

perhatian pemerintah adalah daerah timur Jawa Barat antara lain: Kab/Kota Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Kuningan, 

Banjar dan Pangandaran yang kalau di bandingkan dengan wilayah lain cukup timpang serapan tenaga kerjanya. Hal 

ini perlu penguatan dari sisi SDM, infrastruktur dan keuangan sebagaimana sudah dibahas diawal. Secara visual 

serapan tenaga kerja UMK dan UMB dapat dijelaskan dalam gambar peta spasial di bawah ini. 
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Gambar 7: Gambaran Serapan Tenaga Kerja UMK dan UMB di Jawa Berat (Dipetakan Secara Spasial Wilayah)  
(Sumber: Output Data Pengolahan Aplikasi Geoda, 2022) 

 

 

Selanjutnya, peta spasial menyajikan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan yang berbeda‐beda antar 

daerah di Jawa Barat. Terlihat dalam pada gambar 8 di bawah ini bahwa ketimpangan kian semakin tinggi pada 

daerah dengan industry (UMKM) yang serapan tenaga kerjanya tinggi. Hal ini menandakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi masih bergerak belum inklusif, hanya didominasi pada daerah yang memiliki padat 

modal dan padat karya saja. Perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar mengurangi ketimpangan 

di daerah‐daerah dengan rekomendasi penguatan SDM, infrastruktur dan pengembangan digitaliasasi ekonomi 

lebih dekat dengan masyarakat. 
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Gambar 8: Gambaran Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan (Dipetakan Secara Spasial Wilayah)  
(Sumber: Output Data Pengolahan Aplikasi Geoda, 2022) 

 
 

 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Blok kinerja UMKM, Blok permodalan UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

berdampak negatif kepada ketimpangan dan kemiskinan. Artinya semakin bagus kinerja UMKM dan 

semakin mudah permodalan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kinerja UMKM dan 

permodalan UMKM yang baik akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.  
2. Simulasi pertama yakni digitalisasi UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta 

berdampak negatif terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Artinya pengembangan UMKM dengan 

pendekatan digitalisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berdampak pula pada penurunan 

ketimpangan dan kemiskinan.  
3. Simulasi kedua yakni pengembangan infrastruktur UMKM berdampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dan berdampak positif terhadap kemiskinan. Kesimpulan ini berbeda dengan teori pada 
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umumnya, karena dampak infrastruktur perlu proses (factor lag), dalam jangka pendek infrastruktur tidak 

cukup berdampak pada pertumbuhan ekonomi apalagi kemiskinan. Namun dalam jangka panjang diyakini 

infrastruktur mampu memotong biaya transportasi mempermudah perpindahan logistic yang ujungnya 

kan mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan. 
 

4. Simulasi ketiga yakni penguatan SDM pelaku UMKM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

serta berdampak negatif terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Artinya semakin baik kualitas dan 

pendidikan pelaku UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kinerja yang baik dari UMKM. 

Serta pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 

5. Ketiga simulasi tidak berdampak kepada tingkat pengangguran. 
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